DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan
RENSTRA dan merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai tingkat
keberhasilan dan kegagalan suatu program kegiatan dalam
mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. LAKIP adalah laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

B. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap
penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi
perlu di ukur dan di evaluasi keberhasilannya. Sehubungan dengan
itu maka pelaksanaan dari rencana program dan kegiatan yang ada
pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dibuatkan
laporan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya
dibandingkan dengan penyerapan dana/anggaran dalam
pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. Disamping itu, beberapa
maksud dan kegiatan yang dapat dilihat dalam penyusunan lakip

ini, antara lain adalah :
1. Sebagai alat wukur ©pelaksanaan program kegiatan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2024.
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2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi OPD
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2024.

4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman terhadap kemampuan dana/anggaran yang
di kelola.

5. Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang
ada.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dimana pembagian urusan konkruen di bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di bidang perumahan dan
kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi adalah
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman terdapat urusan yang akan
dilaksanakan daerah. Sebagaimana telah dijabarkan pula dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka
kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diatur yaitu Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib
pemerintahan daerah dan terkait dengan pelayanan dasar.

- Program Pengembangan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota

mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni
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bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Program Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota
mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh,
kewenangan kabupaten/kota mencakup pencegahan perumahan dan
kawasan permukiman kumuh.

- Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU),
kewenangan kabupaten/kota mencakup urusan penyelenggaraan
PSU perumahan.

- Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi,
dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
kewenangan kabupaten/kota mencakup sertifikasi dan registrasi
pengembang perumahan tingkat kemampuan kecil.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah, penjabaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati
Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas
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Menyelenggarakan wurusan pemerintahan bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman,

b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan
prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),

c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan
sertifikasi,

d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan
Selayar sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, meliputi :
1. Subbagian Program dan Keuangan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Perumahan

o o

Bidang Permukiman

®

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

=

Kelompok Jabatan Fungsional
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPALA DINAS

SIREGAR,S.STP.M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. |, V/b
NIP. 198403242002121003

SUB BAGIAN UMUM,

JUMRIATI, S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 197110201990032002

SEKRETARIAT DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL RENIDWIARYANTI, S.P., M.M.
Pangkat : Penata Tk. |, llid
NIP. 198601262010012027
SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN
HJ. PATMAWATI, S.T.
Pangkat : Penata Tk. |, Il/d
NIP. 197507102007012025

BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERMUKIMAN

AHMAD NATSER, S.Pt.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 196705281998031006

ISNAWATY JAFAR, S.Si., M.M.
Pangkat : Pembina, V/a
NIP. 19630804 1988021003

BIDANG PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM

RISKA JAYA SYAMSUL, S.T.
Pangkat : Penata Tk. |, llid
NIP. 198406242011011015

KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM

D. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu
yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas
pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral
dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di
masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu

kondisi/kejadian penting yang apabila tidak diantisipasi, akan
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menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan
menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Permasalahan Strategis di Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman meliputi rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan
perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, masih
rendahnya kawasan kumuh yang tertata, berdasarkan telaahan
terhadap Renstra yaitu belum optimalnya Penyediaan Rumah Layak
Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota,
peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan
infrastruktur kawasan permukiman yang layak, hal ini berkaitan
dengan Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 1
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan
transparan dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut
yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

o

Program Pengembangan Perumahan;

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2 o

Program Kawasan Permukiman;

B

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

=

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi

dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terhadap Telaahan RTRW struktur ruang wilayah direncanakan
pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-
pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang
dan jasa serta simpul transportasi yang ada di wilayah ini.
Penatagunaan ruang yang berskala internal kabupaten/ kota
diserahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada kabupaten/kota
masing-masing, sehingga dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yaitu :

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman,
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- Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman,

- Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan
permukiman secara terpadu.

Identifikasi permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Tugas dan
Fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/

Kota:

- Refomasi Biokrasi (RB) belum sepenuhnya berjalan efektif
sehingga mendorong perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman. Nilai (Sakip) pada tahun 2023 yaitu BB;

2. Program Kawasan Permukiman :

- Kerjasama antar Perangkat Daerah terkait penanganan kawasan
kumuh; dan

- Perlu adanya revisi SK kawasan kumuh;

3. Program Pengembangan Perumahan :

- Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan;

- Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan
kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Prasejahtera;

- Masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak
huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik
Indonesia Nomor 403 tahun 2002; dan

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang
layak huni di Kabupaten

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- Kerja sama antar Perangkat Daerah terkait tumbuh dan
berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan
permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

(Prioritas) :
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- Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan
jalan lingkungan, drainase lingkungan di kawasan permukiman.
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi,
dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :
- Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan

kualifikasi kecil belum berjalan.
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PERENCANAAN DA%AI?EEJANJ IAN KINERJA
A. Rencana Strategis

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah
yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5
(lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan
permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan
Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritim @ serta
memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan
Selayar 2005-2025 dengan visi “Selayar sebagai Kabupaten Maritim
Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi
pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode

RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim

Kawasan Timur Indonesia”

Rumusan Pemaknaan Visi :

- Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan
dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk
melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta
perdagangan barang, jasa dan industri.

- Kawasan Indonesia Timur : Berada pada Kawasan Timur
Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa,
industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/ kota
pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah
Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode

RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah: 1. Kepulauan Selayar
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berperan menjadi simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan
sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan
hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai
kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi
penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan; 4.
Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing
daerah.
Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:
1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya,
ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-
Jampea;
c. Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
d. Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi - Gusung, didukung
oleh tujuh sub-kawasan yakni:

a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;

=

Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang
didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;

e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
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Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. misi Kepulauan Selayar
disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam
rangka mencapai perwujudan Kepulauan Selayar sebagai Bandar
Maritim Kawasan Timur Indonesia. Upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang berbasis maritim
meliputi :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan
transparan

Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan

Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan

S T

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup
Dari keenam Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di
atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan
Selayar. Misi Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut dimaknai sebagai
upaya untuk mewujudkan infrastruktur baik prasarana dan sarana
yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

2. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan
hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun.
Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta
isu utama Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai
berikut :
a. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

b. Meningkatkan Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman.
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3. Sasaran

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran

yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan
perangkat daerah;
b. Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
c. Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan.
4. Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan
kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana
program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka
menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran
jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar
perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang
menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dapat diukur dengan menggunakan analisis
Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang
(Opportunities) and Ancaman/Tantangan (Threat) (SWOT).

Kekuatan (Strengths) yang dimiliki yaitu komitmen pimpinan
yang tinggi baik dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab dalam
menjalankan tupoksi, adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) yang jelas sehingga pelaksanaan tupoksi dapat dilaksanakan
dengan baik. Selain itu tersedianya Standard Operation Procedure
(SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi sehingga lebih
terarah, efisien dan efektif. Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman juga mempunyai sumberdaya manusia yang memadai
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sebanyak 25 orang ASN yang didominasi sebanyak 88% tingkat
pendidikan sarjana.

Kelemahan (Weakness) yang selama ini dalam pelaksanaan
tupoksi yaitu Belum tersedianya database terkait Prasarana dan
sarana umum sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bagi
pembangunan untuk kepentingan umum, juga belum tersedianya
database Perumahan dan Kawasan Permukiman. Manajemen kinerja
juga perlu pembenahan sehingga sasaran PD dapat dicapai secara
konsisten dengan cara efektif dan efisien dengan pendekatan SMART.
Kelemahan lain yang sangat mendasar yaitu alokasi anggaran kurang
memadai dalam menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman.

Peluang (Opportunities) dalam pengembangan pelayanan sangat
didukung dengan tersedianya peraturan perundang-undangan dalam
pengambilan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan
Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Peraturan
Menteri PUPR Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ancaman/Tantangan (Threat) yang dihadapi dalam
pengembangan pelayanan yaitu adanya pembatasan kewenangan
sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah yang membagi kewenangan
pemerintah kabupaten hanya melakukan penyediaan rumah bagi
korban bencana atau memfasilitasi penyediaan rumah akibat relokasi
program pemerintah, sedangkan penyediaan rumah bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi kewenangan pemerintah
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pusat. Peningkatan luasan kawasan kumuh perumahan dan
permukiman kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 4 lokasi di satu
Kecamatan dengan luas total sebesar 85,54 hektar juga menjadi
tantangan tersediri di Bidang Permukiman.

Berdasarkan data Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness),
Peluang  (Opportunities) dan  Ancaman/Tantangan  (Threat)
pengembangan pelayanan, maka beberapa strategi yang akan
digunakan sebagai berikut :

a. Strategi S-O :

- Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur PSU kawasan
permukiman dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi
aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada
wilayah kepulauan.

- Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan
permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH).

- Penguatan pengembangan perumahan dengan tingkat
kualifikasi kecil yang tersertifikasi dan terregistrasi.

- Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
untuk mendorong peningkatan penyediaan rumah layak huni,
lahan pembangunan untuk kepentingan umum dan PSU
Kawasan Permukiman.

b. Strategi W-O :

- Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi
dalam penyediaan rumah layak huni.

- Penguatan kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan koordinasi yang intens dengan Perangkat
Daerah lain yang terkait.

c. Strategi S-T :

- Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan
permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH).
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- Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
dalam mendukung kebijakan menurunkan luasan kawasan
kumuh dan pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan
permukiman secara efektif dan efisien.

d. Strategi W-T :

- Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan
Penyediaan Perumahan.

- Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam
mendukung menurunkan Iluasan kawasan kumuh dan
pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman
secara efektif dan efisien.

Rumusan Strategi yang harus dilakukan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan infrastruktur perumahan dan
kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat
Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal
dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif,
Efisien, Transparan dan Akuntabel;

2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi
dalam Penyediaan Rumah Layak Huni;

3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan
Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi
Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada
Wilayah Pesisir dan Kepulauan; dan

4. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan
Permukiman yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH).
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B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
operasional. Setiap Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu
prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. | Persentase penurunan luas 2,0 2,11 3,16 4,22 5,27 6,33 6,33
kawasan permukiman kumuh

dibawah 10 ha (%)

2. | Persentase berkurangnya jumlah 1,58 3,72 5,91 8,14 10,40 12,66 12,66
unit RTLH (Rumah Tidak Layak
Huni) (%)

3. | Persentase perumahan yang n/a 0,58 1,41 3,42 8,27 20,00 20,00

sudah dilengkapi PSU (Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum) (%)
4. | Persentase rekomendasi n/a 100 100 100 100 100 100
pengusulan sertifikasi,
kualifikasi, klasifikasi dan
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registrasi pengembang yang
diterbitkan (%)

Persentase Warga Negara n/a 100 100 100 100 100 100
korban bencana yang

memperoleh rumah layak huni

(70)

Persentase Warga Negara yang n/a 100 100 100 100 100 100

terkena relokasi akibat
program Pemerintah Daerah
Kabupaten yang memperoleh
fasilitasi penyediaan rumah
yang layak huni (%)
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C. Rencana Kerja Tahunan

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategi, maka disusun suatu
rencana kinerja kegiatan setiap tahunnya. Rencana tersebut merupakan
penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun kegiatan.
Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap
indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategi maupun tingkat
kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan
organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Tahun 2024 merupakan komitmen seluruh staf
untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan merupakan bagian dari
upaya mewujudkan misi organisasi sehingga seluruh proses administrasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat berjalan dengan baik.
Program dan Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; dan

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD; dan

5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD;

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD;
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; dan
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6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

Penyediaan Bahan/Material; dan

o gk N

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
II. Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya

yang Belum Tertangani;
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III.

IV.

2. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan
Rumah Khusus;

3. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota;

4. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
dan

5. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah
Susun.

Program Kawasan Permukiman

Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Permukiman

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan

Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha

1. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di
Permukiman Kumuh; dan

2. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP.

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;

2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
untuk Menunjang Fungsi Hunian; dan

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
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D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan

sebagai berikut :

Kawasan Permukiman Tahun

Anggaran 2024 adalah

Persentase penurunan luas kawasan
permukiman kumuh dibawah 10 ha (%)

2,11

3,16

4,22

5,27

6,33

6,33

Persentase berkurangnya jumlah unit
RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)

3,72

5,91

8,14

10,40

12,66

12,66

Persentase perumahan yang sudah
dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum) (%)

0,58

1,41

3,42

8,27

20,00

20,00

Persentase rekomendasi pengusulan
sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan
registrasi pengembang yang diterbitkan (%)

100

100

100

100

100

100

Persentase Warga Negara korban
bencana yang memperoleh rumah layak
huni (%)

100

100

100

100

100

100
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Persentase Warga Negara yang terkena
relokasi akibat program Pemerintah
Daerah Kabupaten yang memperoleh
fasilitasi penyediaan rumah yang layak
huni (%)

100

100

100

100

100

100
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET | REALISASI CAPAIAN
| Persentase penurunan luas kawasan . . .
" | permukiman kumuh dibawah 10 ha (%) 4,22% 6,32% 149,76%
5 Persentase berkurangnya jumlah unit . . .
* | RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%) Solae R 54,30%
Persentase perumahan yang sudah
3. | dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan 3,42% 2,26% 66,08%
Utilitas Umum) (%)
Persentase rekomendasi pengusulan
4 sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan .
" | registrasi pengembang yang diterbitkan 100% - ;
(%)
Persentase Warga Negara korban bencana
S yang memperoleh rumah layak huni (%) 100% 100% 100%
Persentase Warga Negara yang terkena
relokasi akibat program Pemerintah
6. | Daerah Kabupaten yang memperoleh 100% - -
fasilitasi penyediaan rumah yang layak
huni (%)
B. Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara
transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan
misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas /pemberi amanah.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan
Selayar telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam
melaksanakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan
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permukiman kumuh. Evaluasi dan analisis kerja yang dilakukan oleh Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar
dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan
Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama

yang diuraikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1. Evaluasi Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi | Persentase

Persentase penurunan luas kawasan 4,22% 6,32% 149,76%
permukiman kumuh dibawah 10
(Sepuluh) Ha (%)

Penjelasan :

Dari uraian tabel di atas tergambarkan bahwa indikator kinerja tahun
ini sama dengan tahun 2024, itu berarti tidak ada peningkatan realisasi
dari tahun sebelumnya. Dalam pencapaian sasaran diatas Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar
didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

» Urusan penyelenggaraan PSU perumahan
b. Program Kawasan Permukiman

*» Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di

bawah 10 (sepuluh) Ha
Luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah
luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha dengan total luas kawasan sebesar
211,46 Ha dan tidak ada pengurangan kumuh pada tahun 2024 disebabkan
kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar berada diluar kawasan kumuh

sehingga persentase penurunan luas kawasan kumuh adalah sebesar 6,32%
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d

No gk b=

engan memperhitungkan 7 indikator perhitungan kawasan kumuh yaitu:
Bangunan Gedung

Jalan Lingkungan

Penyediaan Air minum

Drainase Lingkungan

Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan Persampahan

Proteksi Kebakaran

Tabel 3.2. Evaluasi Capaian Kinerja

Indikator Kinerja

Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH | 8,14% 4,42% 54,30%
(Rumah Tidak Layak Huni) (%)

Penjelasan :

Jumlah rumah yanga ada di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024
sebanyak 35.706 unit. Sampai dengan tahun 2024 sudah tertangani
sebanyak 22.599 unit, tahun ini sebanyak 151 unit rumah dengan rincian
2 unit perbaikan rumah tidak layak huni, 149 unit rumah program BSPS.
Sehingga jumlah rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2024 masih
tersisa 13.107 unit. Namun, untuk mencapai target dalam mewujudkan
rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni ada beberapa kendala
yang di hadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu karena
data rumah tidak layak huni kurang update, sehingga ada rumah yang
sudah layak huni tapi masih tercatat sebagai rumah tidak layak huni.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan verifikasi
terhadap data rumah tidak layak huni (Data RTLH).

Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar harus melaksanakan Dua

Program, yaitu :
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a. Program Pengembangan Perumahan :
» Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau
relokasi program kabupaten/kota,
» Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban
bencana atau relokasi program kabupaten/kota,
b. Program Kawasan Permukiman
» Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di
bawah 10 (sepuluh) Ha
Disamping itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
mendorong terus Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

baik reguler maupun strategi dari Dana APBN.

Tabel 3.3. Evaluasi Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi | Persentase

Persentase perumahan yang sudah 3,42% 1,84% 66,08%
dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum) (%)

Penjelasan :

Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU adalah jumlah rumah
yang sudah terfasilitasi PSU tahun 2024 dibagi jumlah rumah kabupaten
Kepulauan Selayar. Persentase ini tidak mencapai target disebabkan
prasarana sarana dan utilitas yang dibangun merupakan kawasan yang
baru sehingga rumah yang tersedia masih kurang, selain itu juga alokasi
anggaran untuk sub kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas
umum di Perumahan untuk menunjang hunian masih kurang.

Untuk mewujudkan sasaran ini, anggaran yang dialokasikan ke Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar di
tahun berikutnya harus lebih besar dari anggaran tahun ini demi

mendukung target yang akan dicapai.
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Tabel 3.4. Evaluasi Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi | Persentase

Persentase rekomendasi pengusulan 100% - -
sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan
registrasi pengembang yang diterbitkan (%)

Penjelasan :

Belum ada usulan dari pengembang perumahan untuk dibuatkan

rekomendasi.

Tabel 3.5. Evaluasi Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi | Persentase

Persentase Warga Negara korban bencana 100% 100% 100%
yang memperoleh rumah layak huni (%)

Penjelasan :
Dilakukan pengumpulan data pada lokasi desa Kalaotoa, desa Lembang
Mate’ne, Garaupa dan Garaupa Raya Kecamatan Pasilambena

Tabel 3.6. Evaluasi Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi | Persentase

Persentase Warga Negara yang terkena 100% - -
relokasi akibat program Pemerintah Daerah
Kabupaten yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni (%)

Penjelasan :

Tidak ada warga negara yang direlokasi di Kabupaten Kepulauan Selayar
sebagai akibat dari Program Pemerintah Daerah, namun telah dilakukan
pengumpulan data di Desa Kalaotoa Dusun Latokdok Barat sehingga

capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

C. Realisasi Keuangan

Adapun realisasi keuangan dari program dan kegiatan yang ditetapkan

untuk Tahun 2024 disesuaikan dengan program kerja dalam rangka
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mencapai sasaran dan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.441.800,- dan terealisasi

Sebesar Rp.12.792.200,- atau 82,65% dari alokasi anggaran :

1.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi
anggaran  sebesar Rp.1.865.000,- dan  terealisasi  sebesar

Rp.1.527.200,- atau 81,89% dari alokasi anggaran;

. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi

anggaran  sebesar Rp.3.712.800,- dan  terealisasi  sebesar

Rp.3.072.800,- atau 82,76% dari alokasi anggaran,;

. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.2.364.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

Rp.1.935.300,-; atau 81,87% dari alokasi anggaran;

. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.204.300,- atau 84,09%

dari alokasi anggaran; dan

. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.052.600,- atau 82,10%

dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.2.349.890.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.2.199.128.924,- atau 70,65% dari alokasi anggaran :

1.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.2.342.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.192.664.524,- atau

93,62% dari alokasi anggaran;
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2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.980.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.3.274.700,- atau 82,28% dari alokasi anggaran;

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.250.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.1.058.700,- atau 84,70% dari alokasi anggaran;

4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.1.317.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.1.069.000,- atau 81,17 dari alokasi anggaran,;

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.1.293.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.062.000,- atau
82,13 dari alokasi anggaran; dan

6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,-.

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.2.410.400,- atau 80,35% dari alokasi anggaran :

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.2.410.400,- atau 80,35% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi

anggaran  sebesar  Rp.15.000.000,- dan  terealisasi  sebesar

Rp.12.750.000,- atau 85,00% dari alokasi anggaran :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.12.750.000,- atau 85,00% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi

anggaran  sebesar Rp.332.395.200,- dan  terealisasi  sebesar

Rp.323.348.514,- atau 97,28% dari alokasi anggaran :
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1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.002.400,- dan
terealisasi sebesar Rp.1.734.000,- atau 86,60% dari alokasi
anggaran;

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.24.633.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.967.000,- atau 97,30%
dari alokasi anggaran;

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.8.192.900,- dan  terealisasi sebesar
Rp.7.094.800,- atau 86,60% dari alokasi anggaran;

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.1.500.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;

5. Penyediaan Bahan/Material dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.43.820.900,- dan terealisasi sebesar Rp.36.996.000,-; atau
84,43% dari alokasi anggaran; dan

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.252.246.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.252.056.714,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.296.962.000,- dan terealisasi

sebesar Rp.278.782.069,- atau 93,88% dari alokasi anggaran :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.101.332.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.89.640.869,- atau 88,46% dari alokasi anggaran; dan

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.195.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp.189.141.200,-
atau 96,68% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar
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Rp.187.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp.180.325.860,- atau 96,26%

dari alokasi anggaran :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.141.140.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.134.225.860,- atau 95,10% dari alokasi anggaran;

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.16.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.100.000,-
atau 99,38% dari alokasi anggaran; dan

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.0000,- dan terealisasi
sebesar Rp.30.000.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.

II. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban

Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan alokasi

anggaran  sebesar Rp.109.741.000,- dan  terealisasi sebesar

Rp.105.409.700,- atau 96,05% dari alokasi anggaran :

1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya
yang Belum Tertangani dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.28.338.700,- atau 94,46%
dari alokasi anggaran;

2. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan
Rumah Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,-
dan terealisasi sebesar Rp.14.000.600,- atau 93,34% dari alokasi
anggaran;

3. Identiikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.O,-

dan terealisasi sebesar Rp.0,-;
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4. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.653.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.18.110.600,- atau 97,09% dari alokasi anggaran; dan

5. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah
susun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.088.000,- dan
terealisasi sebesar Rp.44.959.800,- atau 97,55% dari alokasi
anggaran.

III. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.410.000,- dan

terealisasi sebesar Rp.43.814.200,-atau 98,66% dari alokasi anggaran :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi penyelenggaraan Kawasan Permukiman
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.410.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.43.814.200,- atau 98,66% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.24.230.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.473.800 ,- atau

84,50% dari alokasi anggaran :

1. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di
Permukiman Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.10.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.727.500,- atau 70,31%
dari alokasi anggaran; dan

2. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.13.240.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.12.746.300,- atau 96,27% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan

Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.579.600,- atau 99,16%

dari alokasi anggaran :
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1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.579.600,- atau 99,16%
dari alokasi anggaran.

IV. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.3.562.766.000,- dan  terealisasi sebesar
Rp.3.348.540.500,- atau 93,84% dari alokasi anggaran :

1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.102.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.90.327.900,-
atau 88,21% dari alokasi anggaran,;

2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.3.396.726.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.195.058.800,- atau
94,06% dari alokasi anggaran; dan

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.63.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp.63.153.800,- atau

99,24% dari alokasi anggaran.
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BAB IV
PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan
Selayar selaku salah satu unsur pembantu Bupati yang bertanggungjawab
melaksanakan pelayanan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
senantiasa berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal
mungkin untuk merealisasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan pemaparan pada Bab-Bab yang terdahulu
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman secara umum telah mencapai target
sesuai yang diharapkan, namun demikian masih terdapat hambatan dan
kendala yang dihadapi, yang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-
sungguh.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan
kendala yang ada adalah :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat
Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam
Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien,
Transparan dan Akuntabel;

2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam
Penyediaan Rumah Layak Huni;

3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU terutama jalan
setapak dan drainase; dan

4. Meningkatkan Cakupan Layanan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun Anggaran 2024 secara umum masih ada beberapa indikator kinerja
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yang belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih terdapat
beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi.
D. Saran
Saran untuk pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai visi

misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan RPJMD 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat
Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam
Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien,
Transparan dan Akuntabel,

2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam
Penyediaan Rumah Layak Huni;

3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU sesuai SK Bupati
tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Nomor 560/XI/ Tahun 2024 ; dan

4. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman

yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
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